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BAB IV 

EKSISTENSI KEPALA DAERAH NON MUSLIM DIDAERAH 

MAYORITAS MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Aspek Yuridis 

Untuk mengetahui eksistensi tentang kepala daerah non muslim di daerah 

mayoritas muslim dari aspek yuridis maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu 

bagaimana sejarah Indonesia mengenai Pancasila yang menjadi dasar negara 

Indonesia. 

Dalam penyusunan UUD menjelang kemerdekaan, sudah terjadi perbedaan 

pandangan yang tajam antara golongan (nasionalis) Islam dengan golongan nasional 

(sekuler). Para Wakil golongan Islam menghendaki Islam menjadi dasar negara dan 

golongan nasionalis sekuer menghendaki Pancasila sebagai dasar Negara.
114

 

Tidak diragukan lagi pembicaraan selama persidangan badan penyelidikan itu 

dengan jelas mencerminkan adanya dua posisi kelompok 
115

 pada tanggal 31 mei 

1945 Supomo berkata: 

―memang disini terlihat ada dua paham ialah: paham dari anggota ahli agama,yang 

menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara islam, dan anjuran lain, 

sebagaimana telah dianjurkan  oleh tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan 

nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan islam, dengan lain perkataan: 

bukan negara agama.‖ 

Dalam naskah persiapaan Undang-Undang dasar 1945 jilid I yang disusun oleh 

Muhamad Yamin dicantumkan tiga pidato terpenting yang mewakili para nasionalis 

sekuler,yaitu:pidato Seokarno pada 1 Juni 1945, pidato Yamin pada 29 Mei 1945,  

dan pidato Supomo pada 31 Mei 1945, sementara itu tidak satupun pidato anggota 

Nasionalis Islam yang dimuat.
116

 

Segera setelah sidang berakhir, 38 orang melanjutkan pertemuan. kemudian 
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mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang yang dipilih, yaitu 

Soekarno, Mohamad Hatta, A.a. maramis, Abiekoesno Tjoekrosoejoso, Abdu Kahar 

Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasyim, dan 

Muhamad Yamin. setelah melalu pembicaraan serius akhirnya panitia kecil ini 

berhasil mencapai modus vivendi antara para Nasonalis Islam pada satu pihak dan 

para Nasionalis Sekuler. Dalam pidato Soekarno  dia menyampaikan kesepakataan 

yang telah dicapai dalam panitia semblian 
117

 

Pidato Soekarno berawal dari  kata ―mukadimah sampai  kata maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara 

republik Indonesia,yang berdaulat dengan berdasarkan kepada: ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya –pemeluknya, menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan –perwakilan serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
118

 

Karena prembul itu ditanda tanggani oleh  sembilan anggota pada 22 Juni 1945 

di Jakarta, maka ia terkenal sebagai Piagam Jakarta ( the Jakarta charter) nama yang 

pertama kali digunakan oleh Yamin  

Kemudian terjadilah sesuatu yang penting yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 

1945 ialah bersidangnya PPKI (Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan 

jumalah anggota semula sebayak 21, kemudian atas usul Soekarno ditambah menjadi 

27. dari jumlah ini hanya tiga anggota yang berasal dari organisasi islam, yaitu Ki 

Bagus Hadikusumo, KH..A.Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimejo 
119

Sidang 

PPKI pada 18 agustus 1945 bertujuan menetapkan UUD serta memilih presiden dan 

wakil presiden. UUD yang ditetapkan adalah UUD 1945, tapi embrionya, baik 

pembukaan maupun batang tubuhnya berasal dari  pembukaan dan batang tubuh 

UUD yang telah dirancang jauh sebelumnya termasuk Piagam Jakarta. kemudian 

Presiden dan Wakil Presiden yang di pilih tidak lain adalah Soekarno dan Hatta, dua 
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figur yang teramat populer dalam sejarah pergerakaan Indonesia.Dalam proses 

menetapkan UUD, terjadilah peristiwa pencoretan anak kalimat penggiring sila 

ketahunan, baik dalam pembukaan UUD maupun Pasal 29 ayat (1). istilah-istilah 

islam yang semula dicantumkan pada pasal UUD juga dihapuskan.
120

 

Bermula dari ketika Moh Hatta  mendapat telepon dari tuan Nisjidjima, 

pembantu admiral Mayeda menanyakan dapatkah saya menerima  Opsir Kaigun 

(angkatan laut), karena ia mau menggungkapkan sesuatu yang penting bagi 

Indonesia. Nisjidjima sendiri akan menjadi juru bahasanya. saya persilakan mereka 

datang. opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai Kaigun untuk 

memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa wakil –wakil Protestan dan 

Katolik dalam daerah yang dikuasai angkatan laut Jepang sangat berkeberatan 

terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang dasar yang berbunyi 

ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 

mereka mengetahui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, melainkan 

hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan itu 

didalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang dasar berarti mengadakan 

diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika ―diskriminasi‖ ditetapkan 

juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia ― Hatta mengakui bahwa 

kata-kata opsir tersebut  mempengaruhi pendiriannya . 

Sebagaimana telah diuraikan didepan, sebenarnya rumusan ketuhanan dengan 

kewajiban melakukan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar  1945 merupakan kesepakatan Panitia Sembilan (konsep 

Piagam Jakarta). salah seseorang anggota panitia yaitu A.A. Maramis mewakili  

Kristen Katolik yang turut membubuhkan tanda tangannya pada tanggal 22 juni 

1945. Rumusan Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi antara golongan Islam 

dan golongan kebangsaan.
121

 

Sebenarnya Soekarno cukup kewalahan menghadapi  Ki Bagus yang tetap 

bertahan dalam rumusan Piagam Jakarta. Maka melalui Hatta yang memanfaatkan 
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Teuku Moehamad  Hassan, dibujuklah Ki Bagus agar melunakan sikapnya. akhirnya 

dalam tempo 15 menit, kalimat penggiring sila pertama itu berhasil dihilangkan, dan 

sebagian gantinya dinobatkanlah atribut yang maha esa
122

Inilah awal mula 

mundurnya politik Islam di orde lama. 

Kemudian pada orde baru, langkah pemerintah orde baru membebaskan bekas 

tokoh- tokoh Masyumi yang dipenjarakan oleh Soekarno termasuk  Mohamad Nasir, 

Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singgo Dimedjo, Prawoto 

Mangkusasmito, dan Hamka  makin membesar harapan mereka bahwa rehabiltasi 

Masyumi akan berlangsung tidak lama lagi. Untuk ini, sebuah panitia yang diberi 

nama badan koordinasi amal muslimin didirikan untuk merealisasikan harapan itu. 

Tetap pemerintahan orde baru tidak bermaksud merehabilitasi Masyumi malah 

kelompok militer menyatakan pada 1966 bahwa mereka  akan mengambil tindakan 

tegas terhadap siapa saja, dan dari aliran apa saja yang ingin menyimpan dari 

pancasila dan UUD 1945
123

  sampai pada 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto 

menegaskan di depan DPR bahwa ―seluruh kekuataan sosial dan politik harus 

menyatakan bahwa dasar ideologis 
124

 berkat ini pula partai-partai yang berdiri pada 

rezim itu baik PPP maupun PDI tampaknya tidak mempunyai pilihan lain kecuali 

menerima Pancasila sebagai asas ideologi mereka. 

Berkembang dari kegagalan politik Islam  di masa orde lama dan orde baru  

dalam menetukan ideologi dan hukum negara maka munculah  undang-undang yang 

dalam menetukan pemimpin daerah tidak menyaratkan  beragama Islam  

a. Pasal 18 UUD 1945 tentang  Pemerintah Daerah, 

b. UU No 5 tahun  1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah 

c. UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

d. UU  No 32 tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah .
125
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e. PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

f. PERPU  No 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 2004 tentang 

Pemeritah Daerah. 

g. UU No 12 tahun 2008 tentang  perubahan kedua atas UU No 32 tentang 

Pemerintah Daerah. 

h. PERPU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi UU. 

i. UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. 

j. UU No 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang 

penetapan PERPU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi UU. 

k.  tentang penetapan PERPU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi UU. 

Tidak ada satupun ketentuan di atas yang mengharuskan kepala daerah haruslah 

seorang yang beragama Islam ini semua merupakan konsekunsi yang harus diterima 

di karenakan tidak dapat mempertahankan  7 kata dalam Pancasila, ditambah 

Indonesia yang merupakan negara pluralisme  dan menjunjung tinggi  hak asasi 

manusia yang mana hak asasi manusia juga  tertuang dalam konstitusi,
126

 dalam 

UUD  suatu negara memberi tahu kepada kita tentang cita-citanya dengan 

bernegara
127

 dalam pembukaan UUD 1945 alenia III  pernyataan ― atas berkat rahmat 

Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, Supaya berkehidupaan 

kebangsaan yang bebas. dalam kata supaya berkehidupaan kebangsaan yang bebas  

dapat diambil pengertian  bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi 

hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaanya masing-

masing
128

 hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (2), dan dalam  Pasal 27 ayat (1) 
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dikatakan bahwa : segala warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan 

pemerintahaan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada 

pengecualian .
129

 hal ini menunjukan tidak ada bedanya antara muslim ataupun non 

muslim didalam hukum dan pemerintahaan dan dipertegas kembali dalam Pasal 28 D 

ayat (3): setiap warga negara berhak memperoleh kesempataan yang sama dalam 

pemerintahaan, Hal ini menunjukan dalam hal jabatan pemerintahan warga negara 

indonesia baik muslim maupun non muslim mempunyai kesempataan yang sama, 

maka dari itu eksistensi kepala daerah non muslim dalam daerah mayoritas muslim  

ditinjau dari aspek yuridis tetap diperbolehkan karena dilihat dari aspek yuridis tidak 

ada satupun Undang-Undang yang melarang. 

 

B. Aspek Hukum Islam  

Eksistensi kepala daerah non muslim  di daerah mayoritas muslim, pada 

dasarnya  non muslim menjadi pemimpin  muslim  dalam konteks kenegaraan 

mendapat pro dan kontra begitupula pada para pakar keislaman menyikapi hal ini 

ulama terbagi menjadi dua pandangan : 

 

 Ulama Yang Menolak  

Ulama, cendikiawan yang tergolong kepada mereka yang menolak pemimpin 

non-Muslim diantaranya adalah al- Jashshas, Ibnu al ‗Arabi, al-Zamakhsyari, Sayyid 

Qutub, al-Mawardi, al-Juwaini, al-Maududi, Hasan al-Banna, Wahbah 

Zuhaili.  
130

Ulama, cendikiawan indonesia yang  menolak pemimpin non-Muslim  

adalah KH Ali Yafi, Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin, Dr. AM Saefuddin, KH. 

Abdullah Faqih dan KH. Ma‘ruf Amin. 

Dilarangnya umat Islam mengangkat non muslim sebagai pemimpinya,menurut 

Al Zamarkhsyari adalah logis mengingat orang-orang Kafir adalah musuh umat 

Islam, dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk 
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mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya
131

 

Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin umat Islam, menurut Thabathaba‘i 

lebih berbahaya dari pada  kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum musyrik.
132

 

Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan, Allah SWT. melarang hamba-hamba Nya yang 

beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sebab bila hal ini 

sampai terjadi, niscaya segala rahasia kaum mukmin dapat diketahui non-muslim. 

Selain itu kaum mukminpun, boleh jadi, akan bersikap penuh kasih sayang terhadap 

non-muslim. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan mereka akan lebih 

mengedepankan kepentingan non-muslim ketimbang sesama kaum mukmin 

sendiri.
133

Dilarangnya mendukung non-muslim sebagai pemimpin, tegas Al-Zuhaili, 

adalah karena hal tersebut menunjukan kesan umat muslim memandang baik jalan 

kekafiran yang ditempuh kaum non-muslim. Padahal merestui kekafiran itu berarti 

umat islam juga telah kafir al ridha bi al- kufr kufr.
134

 

Ibn Arabi menyatakan, umat Islam tak hanya dilarang menjadikan non-muslim 

sebagai kepala Negara. Tapi juga tidak diperbolehkan menyerahkan jabatan-jabatan 

public lainnya kepada non-muslim. Untuk mendukung pendapat ini, Ibn Arabi juga 

merujuk kebijakan politik Umar bin Khattab. Sewaktu menerima informasi Abu 

Musa Al-Asy‘ari di Yaman mengangkat seorang dzimmi sebagai sekretaris 

pribadinya, Umar bin Khattab segera mengirimkan surat kepadanya yang berisi 

perintah agar Abu Musa segera memecat sekretarisnya yang non-muslim. 

Argumentasinya disamping, juga karena menurut umar, non-muslim itu tak dapat  

menerima dengan tulus saran-saran orang lain, dan tidak dapat dipercaya.
135

 

Diantara dalil nash tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin : 

surah Ali ‗Imran ayat ke-28 : 

 

ُالْمُُ ُدُونِ ُمِنْ ُأَوْليَِاءَ ُالْكَافِريِنَ ُالْمُؤْمِنُونَ ُيَ تَّخِذِ ُفُِلَا ُاللَّوِ ُمِنَ ُفَ لَيْسَ ُذَلِكَ ُيَ فْعَلْ ُوَمَنْ ؤْمِنِيَ
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ركُُمُُاللَّوُُنَ فْسَوُُوَإِلََُاللَّوُِالْمَصِيُُ ُأَنُْتَ ت َّقُواُمِن ْهُمُْتُ قَاةًُوَيَُُذّْ 136شَيْءٍُإِلاَّ
 

 

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung 

diluar orang-orang mukmin. barang siapa yang  berbuat demikian, tiada suatu 

pertolonganpun dari Allah, kecuali tindakan itu untuk keselamatan diri. dan Allah 

memperingatkan kamu untuk berhati-hati dengan ketentuanNya. dan kepada Allah 

jualah tempat kembali .  

 

Al maidah ayat 51 

ُيَ ت َُ ُوَمَنْ ُبَ عْضٍ ُأوَْليَِاءُ ُبَ عْضُهُمْ ُأَوْليَِاءَ ُوَالنَّصَارَى ُالْيَ هُودَ ُتَ تَّخِذُوا ُلَا ُآمَنُوا ُالَّذِينَ ُأيَ ُّهَا مُُْياَ وَلََّ

137نْ هُمُْإِنَُّاللَّوَُلَاُيَ هْدِيُالْقَوْمَُالظَّالِمِيَُمِنْكُمُْفإَِنَّوُُمُِ
 

―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi 

dan Nasrani sebagai kawan karib; mereka itu kawan antar mereka sendiri. Barang 

siapa dari mu yang mengangkat  mereka sebagai pimpinan, maka ia termasuk 

golongan mereka. Allah sama sekali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-

orang yang zalim.‖ (QS. Al-Maidah: 51) 

Al maidah ayat 57 -58 

بَِاِأيَ ُّهَاِالَّذِينَِآمَنُواِلََِتَ تَّخِذُواِالَّذِينَِاتَّخَذُواِدِينَكُمِْهُزُوًاِوَلَعِبًاِمِنَِالَّذِينَِأُوتوُاِالْكِتَايَِ

ِإِنِِْ ِاللَّهَ ِوَات َّقُوا ِأَوْليَِاءَ ارَ ِوَالْكُفَّ ِقَ بْلِكُمْ ِ)مِنْ ِمُؤْمِنِينَ ِالصَّلََة75ِِكُنْتُمْ ِإلَِى ِناَدَيْ تُمْ ِوَإِذَا )ِ
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138(75اتَّخَذُوهَاِهُزُوًاِوَلَعِبًاِذَلِكَِبأِنَ َّهُمِْقَ وْمٌِلََِيَ عْقِلُونَِ)
 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat sebagai penolong dan 

pembela, orang-orang yang menjadikan  agamamu  sasaran  ejekan dan permainan, 

(yaitu) orang-orang yang mendapat  kitab sebelum mu, dan orang-orang yang kafir. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah kalau kamu betul-betul beriman kepadanya. 

bila kamu mengajak (mereka) salat, ajakan itu diterima dengan ejekan dan gurawan. 

itu adalah karena mereka orang- orang yang tidak mau berfikir 

An nisa ayat 144 

 

فِريِنَُأَوۚ  أيَ ُّهَاُٱلَّذِينَُءاَمَنُواُْلَاُتَ تَّخِذُواُْٱلۚ  يَُ  أتَرُيِدُونَُُۚ  مِنِيَُۚ  مُؤۚ  ءَُمِنُدُونُِٱلۚ  ليَِاۚ  كَ 

139مُّبِينًاُاطَ نۚ  سُلُۚ  كُمۚ  عَلُواُْللَِّوُِعَلَيۚ  أَنُتَج
  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir 

sebagai teman karin selain orang-orang mukmin. Apakah kamu menginginkan allah 

punya alasan kuat untuk menyiksamu,” (QS An-Nisa: 144). 

 

 Ulama Yang Membolehkan 

Adapun ulama dan cendikiawan yang tergolong membolehkan pemimpin non-

Muslim, mereka adalah 1) Mahmoud Muhammad Taha -cendikiawan asal Sudan, 2) 

Abdullah Ahmed an-Na‘im- ahli hukum asal Sudan yang sering dipandang sebagai 

jurubicara bagi gagasan gurunya Mahmoud Muhammad Taha, 3) Thariq al-Bisri – 

seorang sejarawan asal Mesir, 4) Asghar Ali Engineer, 5) Muhammad Sa‘id al-

Asymawi- sarjana hukum asal Mesir dan pegiat HAM
140

 mereka semua merupakan 

intelektual muslim modern yang memiliki metodologi  baru dalam menafsirkan al 

quran yang berbeda dengan ulama lainya . 

Pada dasarnya mereka ingin mengungkapkan makna kontekstual  beriorientasi 
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pada semangat Al Qur‘an sebagai kitab dan petunjuk yang relevan pada setiap zaman 

(sholih li kulli zaman wa makan) yang membawa implikasi bahwa problem-problem 

sosial diera kontenporer tetap bisa dijawab oleh Al Qur‘an dengan cara 

mengkontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan 

semangat dan problem kontenporer
141

Dalam sebuah Negara mayoritas muslim, 

menurut Mahmoud Muhammad Thaha, minoritas non-muslim memiliki persamaan 

hak dan status sebagaimana dinikmati umat Islam, Pandangan fiqih klasik yang 

mendiskripsikan non muslim kata thaha, ayat-ayat Madaniyyah yang memang sarat 

dengan aura diskriminatif, bukan didasarkan pada ayat –ayat Makiyyah yang 

menetapkan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan 

jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Untuk menghilang 

diskriminasi terhadap non Muslim, kata Thaha, ayat-ayat Madaniyyah yang di masa 

klasik digunakan sebagai argumentasi teologis untuk mendiskriminasikan non 

Muslim, harus segera dicabut. Sebagai gantinya, ayat-ayat Makkiyyah yang dulu 

dicabut digunakan kembali sebagai basis Islam modern.
142

Thaha menawarkan sebuah 

konsep naskh baru yang sangat berbeda dengan konsep naskh lama yang 

mengganggap bahwa ayat-ayat Madaniyyah menghapus ayat-ayat Makkiyah, kata 

Thaha harus dibalik, yakni bahwa ayat Makiyyahlah yang justru menghapus ayat 

Madaniyyah.
143

Teori naskh baru yang di tawarkan Thaha tersebut di dasarkan pada 

ayat 106 surat Al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut: 

كُُلُّشَيْءٍُ هَاُأَوُْمِثْلِهَاُأَلََُّْتَ عْلَمُْأَنُّاللّوَُعَلَىَ مَاُننَسَخُْمِنُْآيةٍَُأَوُْننُسِهَاُنأَْتُِبَِِيٍُْمّن ْ

144قَدِير
 

”Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa 

kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding 
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dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 106). 

lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan  lebih sesuai dengan situasi 

mereka ketimbang Potongan ayat ―nunsiha‖ yang tercantum pada ayat diatas, 

menurut Thaha berarti menunda pelaksanaan atau penerapan suatu ayat. Sementara 

penggalan ayat ―na’ti bikhairin minha‖, berarti mendatangkan ayat yang lebih dekat 

dengan pemahaman masyarakat dan lebih sesuai dengan situsi mereka ketimbang 

ayat yang ditunda. Sedangkan penggalan ayat ―aw mitsliha‖ berarti mengembalikan 

ayat yang ditunda ketika waktu  telah memungkinkan untuk penetapanya. 

Mengomentari pandangan fikih klasik yang menolak pemimpin  non-muslim, 

Al-Na‘im menyatakan, semua umat Islam awal benar ketika menafsirkan Al-Qur‘an 

dan as-sunnah dengan menerima diskriminasi berdasarkan agama dalam konteks 

historis ketika itu. Argumentasinya karena sejak masa-masa pembentukan syariah 

(dan paling tidak untuk masa seribu tahun kemudian) belum ada konsepsi hak-hak 

asasi manusia universal di dunia ini. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-20, kata al-

Na‘im, adalah suatu hal yang normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan 

hak-hak seseorang berdasarkan agama. Dengan kata lain, boleh dikata, diskriminasi 

atas dasar agama adalah norma seluruh dunia pada waktu itu. 

Karena itu, pandangan fikih klasik yang menolak presiden non-muslim, dapat 

dibenarkan oleh konteks historisnya. Akan tetapi, ini tidak dimaksudkan untuk 

menyatakan bahwa saat ini hal tersebut masih dapat dibenarkan. Mengingat pendapat 

yang menolak presiden non-muslim itu dibenarkan oleh konteks historis yang ada di 

masa lalu, maka selesailah sudah pembenaran itu sekarang, sebab konteks historis 

yang ada sekarang ini sudah berbeda sama sekali dengan konteks historis yang ada 

dimasa lalu.
145

 

Pemikiran politik Islam klasik yang menolak pemimpin non muslim, kata An 

Naim, sekalipun dijabarkan dari sumber-sumber wahyu fundamental Islam, Al 

Qur‘an dan Al-Sunnah, sesungguhnya bukanlah wahyu, tetapi tidak lebih dari 

sekedar produk penafsiran manusia atas sumber-sumber tersebut, produk penafsiran 
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tersebut tak dapat dibantah, lahir dalam sebuah konteks historis tertentu yang secara 

mendasar berbeda dengan zaman sekarang, kata An Naim diskriminasi berdasarkan 

agama sebagaimana lazim berlaku dimasa klasik, secara moral tertolak dan secara 

politik sudah tidak dapat diterima lagi .
146

 

Sejalan dengan pandangan di atas Asghor Ali Enginerr berpendapat bahwa para 

mufassirin klasik memperlakukan ayat-ayat Al Qur‘an secara teologis (segala sesuatu 

yang berkaitan dengan keyakinan beragama). Karena dipahami secara teologis maka 

penafsiran yang keluar cendrung dogmatis (kepercayaan atau doktrin yang dipegang 

oleh sebuah agama), jauh dari konteks sosiologis
147

 

Begitu pula Muhamad Abduh  yang mengakui ada beberapa ayat Al Qur‘an 

yang melarang umat Islam memilih pemimpin non muslim, Muhammad Abduh 

agaknya bisa menerima presiden non-muslim yang tidak memusuhi umat Islam. 

Muhammad Abduh tidak setuju bila ayat-ayat yang melarang umat islam memilih 

pemimpin non-muslim, semisal ayat 51 surat Al-Maidah dan ayat-ayat lain yang 

isinya senada dengannya, digunakan sebagai basis argumentasi untuk menolak 

semua non-muslim untuk menjadi presiden di Negara mayoritas muslim. Sebab yang 

dilarang dipilih sebagai pemimpin  hanyalah non-muslim yang memusihi umat Islam. 

Bila tidak memusihi umat Islam, maka non-muslim yang juga merupaka warga 

Negara yang memiliki hak kewarganegaraan penuh, dapat dipilih sebagai pemimpin  

di Negara mayoritas muslim. Dia mendasarkan pendapatnya pada tiga ayat al-

Qur‘an, yakni ayat 7, 8, dan 9 surat al-Mumtahanah yang berbunyi : 

هُمُْمَوَدَّةًُوَاللَّوُُقَدِيرٌُوَاللَّوُُغَفُورٌُرَحِيمٌُ)عَسَىُاللَّوُُأَنُْيََْعَلَُب َُ ُالَّذِينَُعَادَيْ تُمُْمِن ْ (٧ُيْ نَكُمُْوَبَ يَْ

يُِْرجُِوكُمُْمِنُْدِياَركُِمُْأَنُْتَ بَ رُّوىُمُْ هَاكُمُُاللَّوُُعَنُِالَّذِينَُلََُّْيُ قَاتلُِوكُمُْفُِالدّْينُِولََُّْ ُوَتُ قْسُِوُاُلاُيَ ن ْ

ُِيَُ)إلِيَْهُِ ُالْمُقْسِ ُاللَّوَُيُُِبُّ ينُِوَأَخْرَجُوكُم٨ُْمُْإِنَّ هَاكُمُُاللَّوُُعَنُِالَّذِينَُقاَتَ لُوكُمُْفُِالدّْ اَُيَ ن ْ (ُإِنََّّ
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مُُْفأَوُلئَِكَُىُمُُالظَّالِمُونَُ) 148(٩مِنُْدِياَركُِمُْوَظاَىَرُواُعَلَىُإِخْراَجِكُمُْأَنُْتَ وَلَّوْىُمُْوَمَنُْيَ تَ وَلََّ
 

7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-

orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 

8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari 

kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil 

9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu 

orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari 

kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa 

menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim.  

Bila ayat-ayat yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-muslim 

dikaitkan dengan ketiga ayat yang membolehkannya, tegas Abduh, niscaya persoalan 

ini akan menjadi begitu jelas. 

Larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin umat Islam, tegas Abduh, 

terkait dengan syarat bila mereka yang non-muslim itu, melakukan pengusiran 

terhadap Rasul Allah dan kamu mukmin dari tanah air nya lantaran mereka beriman 

kepada Allah. Setiap non-muslim yang menyimpan para permusuhan dan bertindak 

sewenang-wenang terhadap umat Islam, maka keharaman memilih mereka sebagai 

pemimpin umat Islam merupakan sesuatu yang qoth‘i (absolut), atau merupakan 

harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Selain itu, lanjut Abduh, dipersyaratkan 

pula yang tidak boleh dipilih sebagai pemimpin umat islam adalah non-muslim yang 

selalu menyakiti umat Islam, baik dengan tangan maupun lisannya.
149

 

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah ayat-ayat yang melarang umat Islam 
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memilih pemimpin non-muslim, tegas Abduh, turun sebelum Futuh Mekkah 

(Pembebasan Mekkah). Saat itu, menurut dia, kaum musrik memang berada pada 

puncak kebencian dan permusuhan terhadap umat Islam. Sungguhpun demikian, 

sewaktu Futuh Makkah, Nabi sudi melupakan segala kejahatan dan kekejaman tiada 

tara yang pernah dideritanya di kota itu. Beliau tidak melakukan balas dendam, tapi 

yang dilakukan Nabi  justru memberikan amnesti umum kepada semua orang yang 

begitu jahat kepadanya, seraya bersabda : ―antum al-thulaqa‖ “kalian bebas”. 

Berbuat baiklah kepada orang mukmin, orang kafir, orang taat, maupun orang 

durjana (fajir). 

Tindakan Nabi tersebut, tegas Abduh, merupaka suri teladan yang baik (uswah 

khasanah) untuk diikuti. Tapi, dewasa ini orang-orang (Islam) yang emosional dalam 

beragama, mencampakkan semua tuntunan al-Qur‘an dan as-sunnah yang mestinya 

dijadikannya sebagai pedoman tingkah lakunya dalam berinteraksi dengan kaum 

non-muslim. 

Pendapat Muhamad Abduh  apabila dikaitkan dengan pandangan Sayyid Quthub 

maka bisa dikatakan pandangan Muhamad Abduh dibantahkan, Sayyid Quthub 

mengatakan pembatalan kebolehan bekerjasama dengan kaum Yahudi, Nasrani, 

Musyrikin, dan kaum non-Muslim pada umumnya, menurut Quthub, terjadi setelah 

diturunkanya surat AL-Taubah pada tahun 9 H. Yakni satu tahun pasca terjadinya 

Futuh Mekkah. Hukum yang terkandung didalamnya merupakan hukum final yang 

turun bertalian dengan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap kaum 

non-Muslim. Hukum final ini berbicara dua hal. Peratama mengenai kemestian 

diputuskanya  hubungan umat Islam dengan kaum Musyrik dan kemestian 

memerangi mereka. (Q. S. 9 : Al-Taubah : 1-6). Kedua, perintah untuk memerangi 

ahl kitab, Yahudi dan Nasrani. (Q. S. 9 : Al-Taubah  :29 )
150

 

Sedangkan ayat- ayat Al-Qur‘an yang berbicara  tentang kebolehan bagi umat 

Islam berdamai dengan non-Muslim yang bersedia hidup dengan cara damai dengan 

umat Muslim (Q. S. 8 : Al-Anfal: 61), kebolehan berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam karena alasan agama dan 
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tidak mengusir mereka dari tanah tumpah darahnya (Q. S. 60 : Al-Mumtahanah : 8), 

dan kebolehan berperang dalam rangka defensif atau membela diri dari serangan non 

Muslim ( Q. S. Al-Baqarah :190), disebut Quthub sebagai ayat-ayat penahapan 

(nusush al- marhaliyyah) bagi upaya penghapusan kekafiran di muka bumi setelah 

hukum final turun, tak pantas lagi orang-orang non-Muslim punya perjanjian dengan 

Allah dan Rasulnya.
151

 

Sunnguh pun Quthub berkeyakinan hukum-hukum marhaliyah itu tidak 

dinasakh oleh hukum-hukum final, namun dia mengatakan Jumhur Mufassirin (para 

ahli tafsir), berpendapat, hukum-hukum marhaliyyah yang di dalamnya terdapat 

peritah untuk tasamuh dan tasahul (toleransi dan memberi kemudahaan), dan 

memaafkan mereka, telah dinasakh ayat-ayat al-saif (ayat pedang) yang terdapat 

dalam surat Al-Taubah yang berisi deklarasi umum pemutusan hubungan dengan 

nom Muslim dan perintah memerangi secara muthlak.
152

 

Salah satu ulama yang dianggap membolehkan juga adalah Ibnu Taimiyah, 

seorang pemikir Islam terbesar pada zamannya. Pendapatnya yang paling terkenal 

dan kontroversial adalah ―lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, 

daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim‖.
153

Dalam aspek politik dan 

kenegaraan, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal 

dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Dalam hal inilah 

kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan pendapatnya yang terkenal, yaitu ―lebih baik 

dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim 

yang dzalim‖.
154

 Dikarenakan adil adalah untuk yang dipimpinnya/orang bayak  

sedangkan  kafir adalah tanggung jawab pemimpin itu sendiri kepada Allah SWT. 

Ibnu Taimiyah mengeluarkan statement yang sangat ―berani‖, yakni ―lebih baik 

dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim 

yang dzalim‖. Sebab, orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang 

yang memiliki kekuatan dan integritas,
155

mampu berbuat adil dan memiliki 
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komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar 

belakang keimanannya. 

Tentu apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah perlu dicermati apakah benar Ibnu 

Taimiyah membolehkan pemimpin non Muslim Sebab Ibnu Tamimyah yang hidup 

dizaman pertengahan mensyaratkan, seorang pemimpin harus memenuhi dua syarat, 

yaitu memiliki kejujuran atau dapat dipercaya kepercayaan (amanah), dan memilki 

kekuataan atau kecakapan(quwwah)
156

 Yang dimaksud dengan "kekuatan" oleh Ibnu 

Taimiyyah adalah kemampuan yang harus di miliki seorang pemimpin di lapangan 

yang dipimpinnya. Ia mencontohkan seorang panglima perang harus memiliki 

keberanian dan pengetahuan strategi perang. Tanpa kedua hal itu, dia tidak akan 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pasukan tempur. Sementara, 

orang yang akan memangku amanah memimpin manusia harus mengetahui ilmu 

tentang keadilan yang diajarkan di dalam Alquran dan sunah; juga harus memiliki 

kemampuan untuk menerapkannya di tengah-tengah manusia.
157

 Adapun yang 

dimaksud dengan "amanah" adalah sikap takut hanya kepada Allah, tidak 

memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan tidak takut pada 

manusia. Definisi ini ia dasarkan pada firman Allah SWT, "Janganlah kalian takut 

pada manusia, takutlah pada-Ku; dan janganlah kalian memperjual belikan ayat-ayat 

Allah dengan harga yang sedikit. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang 

diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. (QS al-Ma'idah: 

44).
158

 Maka apabila di lihat dari makasud ini tentu sangat sulit untuk menegakan 

amanah jika bukan seorang muslim karena orang yang takut pada Allah SWT dan 

tidak memperjual belikan ayat Allah SWT hanyalah orang-orang Muslm. 

Mengenai eksistensi kepala daerah non Muslim didaerah mayoritas Muslim 

tinjaun Hukum Islam dalam konteks Indonesia pada dasarnya melihat dari pada pro 

dan kontra  tentunya tetap saja kepemimpinan non Muslim di Indonesia tetap di 

Haramkan. Sebagai mana pendapat Wahbah Al-Zuhaili menjadikan non Muslim 

                                                                                                                                          
Utsmaniyah ,Bairut, 2004, hal.  22-23 

156
 Mujar Ibnu Syarif, Presiden non-Muslim dinegara Muslim, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

2006,  hal.  52 
157

 Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy-syar’iyah fi Islah ar-rai wa Ar-ra’iyyah, Maktabah ad-Dar al-

Utsmaniyah, Bairut , 2004, hal. 16 
158

 ibid 



80 

 

 

 

sebagai pemimpin yang berakibat lebih di utamakannya Kemaslahatan dan 

kepentingan non-Muslim, Haram hukumnya sebab ini berarti mendukung kekafiran 

untuk mengalahkan keimanan. Karena merestui kekafiran berarti telah kafir
159

 Tapi 

pada saat takut terhadap sesuatu yang wajib di hindarkan dari non Muslim, semisal 

takut di bunuh, maka demi takut dibunuh, maka demi menolak mudharat, umat Islam 

di bolehkan mengangkat pemimpin non Muslim sebagai pemimpinnya. Hal ini 

sejalan dengan Kaidah, “Dar’u al-mafasid muqaddam’ ala jalbilmashalih”, menolak 

mudarat lebih di utamakan dari pada mengambil manfaat.
160

 Dikarenakan Indonesia 

mayoritas ummat Muslim maka Indonesia punya kewajiban untuk memilih 

pemimpin Muslim. Disamping itu Muslim di Indonesia tidak dalam keadaan darurat 

karena Muslim di Indonesia mayoritas. 

Bila mengangkat non Muslim sebagai pemimpin Diperbolehkan demi menolak 

mudharat, maka guna menarik manfaat bagi Islam dan kaum Muslim, lanjut Al-

Zuhaili, hal tersebut juga dapat dibenarkan. Dengan kata lain, hal tersebut 

Diperbolehkan karena pertimbangan darurat. Dibolehkanya mengangkat non Muslim 

sebagai pemimpin di saat darurat ini, menurut Al-Zuhaili, sama dibenarkannya 

seorang Muslim mengaku kafir ketika terpaksa. Kesimpulan ini tegas dia, relevan 

dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut: 

يّاَنإ ُْمَئِنُّّباِلِْْ مُ ُمَنُْأُكْرهَُِوَقَ لْبُوُُ 161لاَّ
 ...... 

― kecuali orang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia 

tidak dosa)‖ 

Dari kutipan diatas jelas Al-Zuhaili punya pendirian yang sama seperti Ibn 

Katsir, Al-Jashshash, dan Ali Al-Sayis, Yakni sama-sama berpendapat di saat 

darurat, umat Islam boleh berpura-pura mendukung non Muslim dalam rangka 

Taqiyyah
162

(upaya seseorang untuk mempertahankan harta dan jiwanya dari 
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kejahatan musuh-musuhnya, dengan cara menampakan dukungan kepada musuhnya 

dan menyembunyikan kebencian dalam hati).
163

 

Mendukung non Muslim di saat darurat merupakan rukhshoh (dispensasi). Tapi 

menzahirkan keimanan dalam hati merupakan azimah. Seseorang yang bersikap 

sesuai azimah (sesuai tuntutan apa adanya tanpa mengambil rukshah), yakni 

menonjolkan keimanan dihadapan penguasa kafir yang memusuhi agama Islam yang 

dipelukanya, bila terbunuh dalam memperjuangkan keyakinanya itu, ia mati 

syahid.
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